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Assalamu’'alaikum Wr. Wb
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
Om Swastiasiu Namobudaya Salam Kebajikan
Salam Awas..!!!

Peran serta masyarakat dalam
perhelatan demokrasi sebagaimana
vang dilstilahkan oleh undang-undang 7
Tehun 2017 Tentang Pemlilu sebagal
Partisipas| Masyarakat, atau Pengawas
Partisipatif sesungguhnya dapat
dikatakan sebagal intl dari demokrasi itu
sendiri, vaitu katerlibatan masyarakat
/publik. Publik dalam pemahaman
pengawas partisipatif ini, sejak dini
didorong, diajak, diingatkan akan poisisi
strategisnya sebagal pemilik kedaulatan,

Bahwa mulai darl pembentukan
perwakilan dalam pengelolaan negara
yang berada dalam kerangka sepenuh-
penuhnya bagi kemakmuran,
kesgjahteraan, keadilan bagl rakyat
semua, rakyat harus menampatkan
dirinya secara proporsional melakukan
pengawasan terhadap tahapan
pembentukan para wakiinya. Dalam
konteks format penyelenggara Pemilu,
Badan Pengawas Pemilu atou Bawaslu
berkewajiban untuk melakukan secara
terus menerus upaya pemberdayaan
rakyat inl sebagal Pengawas Partisipatif.
Gerakan sosialisasl yang massif
dilakukan Bawaslu sesungguhnya
gerakan penyadaran terhadap hak serta
kewajiban rakyat di alam demokrasi
yang terkadang ter[dijlupakan. Diakul
atau tidak demokrasi seringkall
meninggalkan *Tuannya®, berjalan
tunggang langgang merampas hak-hak
rakyat, dan tanpa malu-malu- walaupun
samar-bermetamorfosis menjadl
oligarki-otoriter,

Pembentukan desa pengawasan, desa
anti politik uang yang diinisiasi Bawaslu
hendak merangkul, mengajak, segenap
masyarakat menjadi kekuatan rakyat
sesungguhnya, yang memiliki karakter
kritis, peduli, terhadap sebuah isu,
bagaimana para waklinya dipilih dengan
prosedur demokratis, tanpa embel-
embel yang kontra demokratis seperti
politik uang dan sebagainva,

sehingga menjadl wakil yang mampu
bekerja, mewujudkan kemakmurkan rakyat
vang diwakilinya. Fllosofi Desa Pengawasan
Dan Desa Antl Politik Uang ialah
"Membumikan Pengawasan”, menurunkan
pemahaman elitis terhadap proses
pengawasan Pemilu seolah hanya Bawaslu
saja yang berhak mengawasi Pemilu.
Pembumian pengawasan meletakan proses
pengawasan sebagal kewajiban bersama
tanpa pengecualian.

Bawaslu Kabupaten Banyumas telah,
sedang, dan akan terus menerus bergerak
bersama masyarakat Banyumas
memperdalam pemahaman, mempertajam
kekritisan, menyiapkan diri sebagai
kelompok Pengawas Partisipatif,
menyongsong Pemilu serentak tahun 2024.
Sajian-sajian dalam bulletin edisi inl menjadi
jejak sekaligus informasi yang mengajak
samua pihak untuk memberikan perhatian
terhadap pentingnya keterlibatan
masyarakat dafam Pemilu sebagai awal
bagaimana naslb bangsa negara ini
ditentukan. Tiada gading vang tak retak, apa
yang kami sajikan dalam bulletin Ini tentu
jauh darl kesempurnaan, kritik yang
membangun dari semua pihak tentu kami
harapkan demi perbaikan.

Bersama Rakyat Awasl Pemiln,

Barsama Bawaslu Tegakan Esadilan Pamilu

Wassalamp'alaikom Wr. Wh,
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Dengan berjalannya wakiu, parmilu &l Indonesia yang dimulal dari tahun
1555 sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan agablia
kitz mefihatrya dar sspek pengawasan delam pemii. Pada Pemiiu
pertama Tahun 1555, belum dikenal istilah pengawasan pemilu, Karena
pada masa itu telah ada kepercayazn (frust) antars seluruh peserta
pemilu dengan warga negare ternadas penyelenggarsan pemiiu yang
pads ssut [ty dimeksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang
disgbut dengan Dewan Konstituante.

Pengewesan pemiiy bary muncul delam pelaksanann pemilu tahun
1982, namanya odolah Panitia Pangawas Pafakeanaan Pemilihan Umum
|Panwaslzk Pemiluf, yang terbentulknya dilatarbelakangl oleh
kotidakpercayaan terhadap pemilu yeng dianggap telab disetting oleh
mshuatan reztm penguass |Bawaslu BRI 2017).

Kemudian pada Pemily tahun 1987, protes terhadsp pefangparan dan
kacurangan pemilin lebih banyak lagi, sehinggs permarintah dan PR
yong ketika ity didominasi oleh Golkar dan Angkstan Bersenjats
Republik Indoneslz meresgon hel inl dengan gagasan untuk
memperbalkl undang-undang yong bertujuan wntuk meningkatkan
kialitas pemitu berikutnya, Pemerintah juga mengenalkan adanys
badan baru yang akan terfibat dalam urusan pemily sebagai
pendamping Lembaga Pemilihzn Umuem [LPU).

Fada saat sekarang, yattu e reformasl, tuntutan untuk pamilu yang
Jujur dan adil semakin tnggl, dibuktlkan dengan semakin kuatnya legal
formal pembentuinn Bedon Pengawns Pemily (Bawaslu] di tnglat
Pusat, di ingkat Provinsl sampail Pembentukan Panitia Pengawasan
Porndlu di tngkat Eabupaten/Kotas vang awelnya adhoc saje maks
digsulkan agar menjadl permanen [Suswantore, 2018).

Marmun demikian, Bawashu sebagai badan formal vang beriugas untuk
miergawasl saluruh tahapan peryelenggeraan pemilu, maslh mengalami
berbagal kendala pengawasan.,

Salah satu contohnye Penyelenggaraan pemilu serentak dl Indonesie
penuh dengan kompleksiias permesalahannys. Bawaslu selagal
lembags yang bertugas uniuk mengawasi penyelenggarsan pemily
tersobut momiiiki ketorbatasan dalam hal |angkavan wilayoh,
personil; obyek pengawasan yang sangat banyak. Pengawasen di luas
Bawaslu parlu untuk diperkieat untuk mewujudkan pemilu yang
berkualitss. Urgensi keterlibatan atou peran serta masyarakat dafam
pengawasan pomilu serentak, Hdak safa akan memperkuat kapasitas
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemiiu, NAMUR pengawasEn
yang dilakukan oleh chill society pun mendorong perluasan terhadap
wilayah pengawasan, Pengawasan partspatl oleh masyarakat
merupakan salah satu pllar pentng delam menjalankan fungs!
contraliing tarhadap pemiiu serentak. Pengawasan yang dilakukan
madyarakat [partisipatif] merupakan bagisn dari pelaksanaan
good governance dalam penyelenggarzan pemilu sereniak 4l indonesda.
Tingkat parisipas| masyarakest sangat berhubungan dengan tngkat
kapercayaan masyarakat (public trust), legltimas [legitimacyl, tanggung
gugst (accountability], kualitas lsyanan pablik [public service guality}
dan mencegah garakan pembangkangan publik

Mendzzarkan pada urelan tersebut 4l ztas, meks tubizan inl
mengambil judul: “Pengawasan Partisipsn] Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum D Indonesia”, Permasalahan yang distwsun datam
tufisan Inl, antars &0 Apa urgensd dan bentuk pengawasan partisipanf
delam penyelenggaragn pemilihan umum serentak 7 Bagaimana
pengawasan partisipatl! dalam panyelenggaraan pemilihan umum ?

Menurut Sondang P. Slaglan sebagaiman dikutip aleh Nurkinan,
pengertan pengowasan adalah "proses pengarmatan dar
pelakianaan selurub  kegiatan organtsasl untuk menjamin agsr semua
pekerjgan yang sadang difakuian berjaian sesus| dengan rencana yang
telah direntukan sebelumnya® (Murkiman, 2018)

Sanurut Surbakt (2015) untuk mewujudkan pemily demokratis salah
satu parameternya adalah parbsipas! seluruh pemanghu kepentingan
dalam sefurub ranghalan penyelenggaraan tahapan pemibu, Untuk
manjamin agar rakyat berdaulat, peran wergs negars dalam pemiiu tak
hanya member! suara, tetapl juga melzkuksn berbagal peran berbada
pada selurub tahap pemily, Secars individy, kelompaok, terorganisas)
atau melembaga, rakyat periv berperan datam pendidikan pemilih, aktf
sebagal anggota paral dalam membahas calon dan rencana kebijakan
pertal, melgkukan kamparye mendulung ol mensnlang peseria
pemilu ertentu, memantau pelaksanasn pemilu, mengawas!
penyelepggaraan pemile, membaeritakan atau manylarkan keglatan
pemilu medadul media massa, melshukan survel dan maayebarlunikan
hasll survei tentang persepsi pamilih tentang peserta pemilu, seria
melzkukan dan menyebarluaskan hasll hitung cepat hasll pemilu
fangkaizn penyelenggaraan pemliu akan dipercaya rakyat den peserts
ks pemilu diselenggarakan badan yang tak hamya kompeten dan
berkapasitas dalam bidang tugasnya, tetapl juga indepanden dan
mengambil keputusan yang imparshal (tak memihak),

Aawbsly mengembangkan pengawasan partisipattf dimana
pongawasan seluruh tahapan penyelenggarazn pemily malibatkan
masyarakat. Bawasiu merekrut masyarakat, blsz dar L5M, mahasisws

den jugs pelsjsr wituk terlibat dalam pengawasan pemily,

Datam hal Inf Bawaslu malibatkan civil soclety sebagal salah satu
kontngen dalam pelaksanaan pengawasan yang berintegritas.
Pengawatan partisipati! Inl dirgkrut mulal darl pendekatan hirarki
melalul perpanjangan tengan Bawaslu yang berada di Hngkat
kabupaten/ kota, kecamatan dan jugs desa/welurahan, seria
pendekatan kultural dengan merekrut mzhasiswe, L5M dan |ugs pelajsr.
Kemudian mereka diberikan pelatihan/sosiafisasi untuk melakukan
pEngawasan sepertt bentuk laporan  yang harus disisun [lE
dignggap adanyz Indikas| palanggaran dan mhepan peryelenggaman
pemiiu, yang kemudien skan dilaporkan secarn berjen)ong.

Adapun bentuk kegiatan pengawasan partisipatf yang dilskukan
masyarakat dalam proses penyelenggarasn Femllu, sebagalmana
dikemulakan Surbakt (2015), yaitu meliput: Pertama, melakukan
pendidikan pamlilth, Kedua, meiakukan soslafeas| tate care setiap
mhapan Pamllu. Ketigs, melakukan pemanisusn atas setlsp tahepan
Pemiiu dan menyampalkan penilalan ates Pemilu berdasarkan hawi|



N melaporkan dugasn pelanggaran Pemliu baik pelanggaran

¢ Etik Penyelenggars pemily maupun pelanggaran ketentuan
f nistrasi Pesmilu dan pelanggaran ketentuan Pidana Pemilu. Kelima,
Serdlaftarian dirl sebagai pemillh dan mengajak pihak lain untuk
duftarkan diri sebagel pemilik (termasuk mengecek nama sendie
W anggota keluarga lain dalam Dattar Pemilih Sementara). Kesnarm,
jadi peserta kampanye Pemilu, Ketujuh, memberiken suars pada
pemungutan susrs, menyaksikan proses penghltungan suars di TS,
jadi Saks| yang mewakll Peserta Femilu, danfatau menjadi
sta KPPS/ PPS/ PPK. Kedelapan, lkut borperan dalam proses
baritsan tentang Pemily 4i media cetak atau prodes penyiaran
gang Pemilu di medla alaktronik. Kesembilan, lEut berperan delam
mbaga Survey yang melaksanakan proses penelitien pantang Pemilu
s penyebar luasan hasil penelitian kepada masyarakal umum.
wnulub, lkut serta datam prades Penghitungan Cepat {Quick Count)
4 hasll Familu §i TPS dan menyetariuaskan kaslinyg kepoda
rakat. Kasebelas, menjadi relawan untuk memastikan integritas
[ Pamilu dengan mereksm dan menyebariuaskan hasil parhitungin
ra di TPS kepads masyarakst melzlui berbagsl media yang tersedia

Salam pengawasan partislipatf tersebut, masyaraial berhak uptuk
ampaikan hasll pemantausn #tas pemilu den manyampalkan
duan terkalt dugaan pelanggaran pemilu. Masyarakat yang

ibat delam pengawasan partisipati! ini stan dasar kesulkarelaarn,
hingga tidak ada honor apa pun yang didapatkan. Meraka bartugas
tuk mamantau sefurvh tahapan penyelenggarasn pemily, dan
udian melapatkan sesusl dengan formak laperan yang
oslalisasikan oleh Bawzslu secars berjenjang

Laporan pengswasan tersebul harus memerahl syarat 5 W [who,
. where, what, when) artinys mengetahul siapa yang milakukan,
ngapa, dimana torjadinygs, pelanggaran separt aga dan kmpan
seriadinys, [ugs 1 H [how) artdinye bagaimans kronologis kejedianmya,
Laparan tersebut kemudian skan ditefit dan diteiaah lagi oleh Bawaslu,
soakah sudah terpenuhl syarat-sysrat sebagal delll aduan Hal inikah

ng kemudian menjad] salah satu parsmeter demakrats pemiiu dillhat
_sari sogi pengawssan, Dengan adanya pelibatan masyarakat, maks skan
' sminimalisic kenfiik atas kepercayean terhadap Integritas proses dan
nasil pemily, dan akan semakin meninghatian legltimas! knpemimplnan
salink di pegara yang demakrabs,

Ealah satu tantangan terkait pengawasan partisipatt adalah untuk
meningkstkan kemaugn mazyarakat untuk melaporian setiag
nelangzaran stau kecurengan yang ditemul, Hal Inl tentu saja

rupekan kerjs keras dari Bawashy untuk mengadakan soslalivsl
skan adanya salah satu kewajiban sebagal masyEraxal urtul Fengawas
setap tahapen penyelenggaran Pemilu, bukan hanys kewajiban uniuk
It berpartisipas! politik delam hal lut memilin =,

giperiukan sdanys akomodasl den fasilitas! pengawasan publik oleh
komisioner Bawasly terhadap masyarakat, sehingga bisa membangun
jetaring yang kuat sebagal saleh satu kamponen yang terlibat secarz
aksif datam melskukan pengawasan di seluruh tehapan
penyelenggarzan pemilu. Peranan masyarakat dalarm pengawasan
pemitu antara {ain memastikan terlindunginya hak politik warga
masyarakat don memastikan terwujudnya pemilu yang bersih,
transperan dan berintegritas dari sisi panyelenggars dan
peryelenggaraannys sérta mendorang to rwujudnya pemilu sebagai alod
penentuan kepemimpinan polidk don evaluasi kepemimpinan politk,

Femily serentak yang didadakan untuk partama kalinys di Indenesia,
memerlulan pangawatan yang ekstra untuk dapat manamin kelancaran
pelaksanaan pemily serentak tersabut. dawaslu sebagal fembags
pegara yang diberl tugas dan wewenang dalam malakukan
pengawasan penyelenggaraan pemiiu, marmilikl ruang lEngkup yang
sangat luns, sangat banyak, dan sangat kompleks. Perlu pengawesan di
jugr lembaga Bawaslu untuk dapat membaniu bugdd Bawesiu dalam
pengawasan penyelenggaraan pemilu. Urgensi keterlibatan atau paran
sarta masyarskat dalam pengawasan pemiiu serentih, Hdak saje akan
memperkuat kapasitas pengawasan terhadap penyelenggaraan permily,
namun pengawasen yang dilakukan oleh civl soclety pun mandarang
pariuesan terhadop wilayah pengawasan, Palibatan masyaraxat dalam
pengawasnn pemily serentsk merupakan sustay kebutuhan dan |ugs
kewajiban,

Terkalt permasalahan yang telah diuralkan pads bab sebelumnya,
makn beberaps saran dopat disampaikan sebagal berikut: hemperkuat
pengawasan parnsipatif pada peryelenggaraan pemilu serentak
besioutrya, dengan melakukan soslafisasi dan pembinsan kepada
matvarakat berkaitan dengan pentingnys porgawasan partsipatf oleh
masysrakat. Mempertegas keordinasi dan pola hubungan pengawasan
penyelanggaraan pemifu serentak antara pERgawasan darl Bawaslu,
pengawasan dari lembaga pemantau indgpenden, dan pengawasan
partisipatif dari masyarakat,

Dengan demikian, Bawaslu yang dipandang oleh beberapa pihak,
sebagal lembaga ‘pencari kesalahan' diubah cara pandangnya sebagai
lembaga yang proaktif melakukan pencegahan dinl pelanggaran matalui
soslallsasi, pendidikan pemilih dan GERPF, tanpa melupakan keseriusan
dan kesungguhin dafam menrangani polanggeran yEng terjadi untuk
memberl efek jers bagl para pelenggar-palanggar hubum/ ketentuan
yang berlaky {Suak, 2017,

Hal Inl merupakan perkembangan yang posinf, karena dengan adanya
pelibatan masyarakal maka hasil pemilu pum akan leblt dipercays oleh
matyarakat. Seninggs merexa akan berlapang dada enarima
penetapan hasll pemily, baik darl segi partal politk, calon dan juga
pemilin.[*}
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1. Halal Bl Halzl Bawaslu Kabupaten Banyumas
. Kordlv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Banyumas
¥on Daryoo,M.5os menjadi narsumber di talkshow “Posonan” yang
diselenggarakan olehBawaslu Demeak secara darlng.
. Ketua Bawasiu Banyumas Miftahudin. 5.H.l membaerikan se riiflkat kepada
Rektor Universitas Muhammadiyah purwokerto (UMP) Dr Ns Jebul Surosa,
5.Kp., M. Kepusal menjadi na ragqsumber pada acara Bawaslu Ngobrol{BAWOR).
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Banyumas Eni Murviatun,5.50%
di scara rapat dengan KPU Banyumas
§. Pimpinan Bawaslu dan Kwarcab Banyumas berfoto bersama dl depan Cedung
Kwarcab Banyumas usal koordinasi mengenal pembetukan Saka Adhyasta Pemilu
di Kabupaten Banyumas
&. Rektor Universitas Jenderal Soedirman prof. Dr. ir. Suwarto, M.5, dan
Universitas Wijayakusuma purwokerto H. Kaboel Suwardl, 5.H., MM
menandatanganl perjanjian kerjasama dangan Bawasiu.
Kordiv SDM dan Organisas! Bawaslu Banyumas M. Rif;an Muhajirin, S.H.I
memberikan materl kepada mahasiswa magang darl Fakultas Hukum Unwiku
. Pimpinan Bawaslu Banyumas melakukan kunjungan ke Polresta Banyumas.
. Kordlv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah
Anlk Shellhatun, 5.Ag.. M.Pd. Memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi
Pengembangan Desa Pengawasan dl Dess Karanggintung 22 Juni 2021,
10. Jajaran Bawaslu Banyumas berfoto bersama usal vaksinasl tahap pertama
1. Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Banyumas Saleh Darmawan,5.H., M.H dan
Ketua Bawaslu Rl Abhan,5.H., M H. bersama wakil Bupati Banyumas
Drs. H. Sadewo Trl Lastionoserts Rektor Universitas Jenderal Soedirman
prof. Dr. Ir, Suwarto, M.5. dan Rektor Unlversitas Wijaya Kusuma Purwokerto
H. Kaboel Suwardl, §.H., M.M. menjad| Narasumber dan Moderator pada
acara Bawor adis| spesial, setelah penandatanganan perjanjlan kerjasama dengan

Bawaslu.
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